SALINAN]

BUPATI ENREKANG
PROVINGI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di
Kabupaten Enrekang merupakan salah satu langkah penting
vang harus diambil dalam melaksanakan amanat Undang-
Undang Dasar tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak
Asas: Manusia serta kewajiban Negara sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

b. bahwa setiap orang dalam masvarakat hukum adat di Kabupaten
tinrekang diakug tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi
manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional,
dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolcklil yang diperlukan
untuk pengembangan keberadaan dan proscs kehidupan mereka
sebagal satu kelompok masyarakat secara utuh;

¢. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di
Kabupaten Enrckang merupakan hal yang penting scbagai bagian
dari penghargaan terhadap kecberadaan iradisi, sejarsh, dan
pandangan hidup raercka yang khas secara komunal sebagai
bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten
Enrekang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap
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. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1T di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-uindangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 38, Tambahan Lewmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5674);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 560 1);

Peraniran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55292);
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951},
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penelapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

dan Masyarakat vang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Menclapkan

dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUBSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN ENREKANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

)
A s

2.

fl}

Daerah adalah Kabupaten Enrekang,

Pemernintan Daeran adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah ctonom.

Bupati adalah Bupati Kabupatcen Enrckang,

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, yang selanjuinya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakvat Daerah scbagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah.

Masyarakat hultum adat adalah Warga Nepara Indonesia yang
memiliki karakteristik khas, hidup berkelompoek sceara harmonis
sesual hukum adatnya, memiliki ikaian pada asal-usul leluhur
dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapal hubungan vang kuat
dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanva sistem nilai
yang menentukan pranata ckonomi, sosial, politik, budaya,
hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-
emurunn,

ldentitikast masyarakat hukum adat adalah proses penentuan
keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Bypati
melalui Camat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau
kelompok masyarakal dengan mengacu pada unsur-unsur

keberadaan masyarakat hukum adat.
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Pengakuan adalah pemnyataan tertulis  atas keberadaan
masyarakat hukumn adat sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi
dari Panitia Masvarakat hukum adatl di kabupaten Enrekang.
Perlindungan adalah  snatny hentuk pelavanan vang diberikan
kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin
terpenuhinya  halk-hak mereka . agar dapat tumbub dan
Derkembang  scbagai sualu kelompok  masyarakat | yang
berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabal
kemanusinannya serta terlindungi dar tindakan diskriminasi.
Hulum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk
mengatur tingkah laku manusia vang bersumber pada nilai
budaya bangsa Indonesia. vang diwariskan secara turun temurun,
vang senantiasa ditaati dan  dihormati untuk keadilan dan
ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hulkum atan
sanksi.

Wilayah adal adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang
secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masvarakat
hukum adat sehagai pendukung kehidupan mereka vang diwaris;
dar leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum
adal lainnya dan/atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat
atau hutan adat.

Hak-hak Masvaraikat Hukum Adat adalah hak komunal atau
perseorangan  vang  bersifat  asal-usul  yvang melekat pada
masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari system sosizal dan
budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber
daya alam yang ada di wilayah adat mereka.

Panitia Masvarakat Hukum Adat adalah pamtia vang dibentuk
aleh Pemerintah Daerah untuk melalukan proses verifikasi dan

validasi hasil identifikasi Masyarakat Huloum Adat.

s

. Verifikasi adalah sualu proses penilaian terhadap hasil identifikasi

keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengamatan
terhadap unsur-unsur Masyarakat Hukum Adar vang meliputi

sejarah, wilayah, hukvum, harta kekayvaan dan kelembagaannva.

.Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi

keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengujian dokumen-

dokumen pendukung.



BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesaru
Asas

Pasal 2
Pengakuan erhadap mmasyarakatl hulum adat di Rabupaten Enrekang
dilaksanakan berdasarkan asas :

hal asasi manusia;

a.
b, keadilan:

0

partisipasi;

d. transparaisi;

e. keselaraan;

i. non-diskriminasi;
a  keselarasan: dan

h. keberlanjutan hngkungan.

Bagian kedua
Tuuan
Pasal 3

Pengakuan terhadap masyarakat hulum adat di Kabupaten Enrekang

bertujuan untuk:

4. menjamin  ierlaksananya penghormatan  oleh  semua pihak
terhadap keberadaan masvarakat hukum adat dan wilavah
adatnva vang dialoy secara hukum;

L. membertkan kepastian bagi keberadaan masyarakat hultum adat
schingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan
perkembang sebagal suau kclompok masyarakal scsual dengan
harkat dan martabat kemanusiannva tanpa diskriminasi: dan

. Memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Masvarakat Hulkum
Adat dalam penyclenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan

pelaksanaan prograin pembangunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat,
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¢. Panida Masyvarakal Hukuam Adat;
d. Upaya administrasi;

e. Tanggungiawab pemerintah daerah;

BAR 1T
PENGARKUAN

Bagian Kesatu

Panitia Masyarakat Hukum Adat

(1) Bupatu membentuk Pamta dalam rangka melakukan proses,
verifikasi dan vahdasi terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat,
(2) Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :
a. Sckretaris Dacrah sebagai ketua,
b. Kepala SKPD yang membidangl pemberdayaan masvarakat
sehaoa) sekretaris;
¢. Kepala bagian yang membidangi hultum pada Selkretariat
Dacrah scbagal anggota,
d. Camal scbagal anggoia; dan
e. Asisten. Stal Ahli Bupati dan Kepala SKPD terkait sesuai
karakteristik Masvarakat Hukum Adat sehagai angeota,
(3} Panitia sebagaimana dimalksud pada ayat {1} dibentuk paling lama

1 {zatu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah in

Baglan Kedua
Persvaratan Masvarakal Hukom Adat
Pasal 6

Persyauatan untuk mendapatkan peopgakuan scbapgai Masyarakal
Hukum Adal, mchpuls

masvarakal masih dalam bentuk paguvuban:
h. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
¢. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan

d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.
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Bagian Ketiga
Mekanisiie Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Pengalruan Masyarakat Hukum Adat dilakitkan melalui tahapan :
a.  identiikasi Masyarakatl Hukum Adat;
L. veriiikasi dan validasi Masyarakat Hukwmn Adat; dan

¢. penetapan pengalcuan Masvarakat Hukurn Adat

Pazsal B

Dupali mclalui Camat melakukan identifikasi  sebagaimana

—
gt

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan melibatkan Masyarakat
Hukum Adat atau kelompok masvarakat.

(2} Ildentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalmkan

dengan mencermat: :

a. stjarah Masyarakat Hukum Adat,

b. wilayan adar;

c. hukum adat:

d  harta kekayvaan dan/atau henda-henda adat; dan

e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat,

(3} Cainal menyampaikan  hasil  identilikasl  kepada  Panitia

Masyvarakat Hurum Adat.

Pagal| O

P
——

Panttia Masyarakat Hullum adat melakukan verifikasi dan validasi

terhiadap Hasl wdentifikasi yang dilakukan oleh Camal

|2} Hasil verilikasi dan validasi scbagaimana diunaksud pada ayat (1)
diamumkan kepada Masvarakat Hukum Adat sctempat dan/atau
masyarakat vang berbatasan untuk mendapatkan tangpanpan.

(3) Tanggapan scbagaimana dimaksud pada ayal [2) disampaikan

sccara tertuiis kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat paling

lambar 50 (tigapuluh) hari sejak hasii verifikasi dan validasi

diumumkan.

{1} Balam hal Masyarakat Hukum Adat setempal atau masyarakat

vang bperbalasan menyampaikan tanggapan berupa keberatan



Hukuwin Adat melakukan veriflikasi dan validasi ulang.

(2} Verifikasi dan vailidasi ulang terhadap tanggapan/keberatan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) hanva dapat dilakukan |
{sat) leali

Pazal 11

(1) Panilia menyampuaikan rckomendasi kepada Bupati berdasarkan
hasil veriiikasl dan validasi yvang telah diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 avat (2) alau hasil verifikasi dan validasi
ulang sebagaimana dimalesud dalam Pasal 10 ayat (1),

(2) Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat
berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakal Hukum Adat dengan
keputusan Bupali.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Sulawes: Selatan

BAB IV
UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 12
(1) Dalam hal Masyarakat Hulum Adat atau masyarakat vang
berbatasan keberatan terhadap Keputusan Bupati scbagaimana
dimaksud dalain Pasal 11 ayal (2), Masyarakat Hukum Adat atau
masyarakal  vang berbatasan dapat mengajukan upaya
aclministratif,
(2} Upaya admimstratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas keberatan dan banding.
(2) Tala cara pongajuan keberatan dan banding sebagaiimeana
dunaksud  pada  ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

DADYV
TANCGGUNGJAWAD PEMERINTAIL DAERAH
Pasal 13

(1} Tanggungiawab pemerintah daerah terhadap Masvarakar Hukum

gai berilout:

Adat yvang telah mendapat pengaluan seba
a. memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta
pendanaan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adal dalam

menjalankan tugas dan fungsinya vang disesualkan dengan
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melakukan pembinaan sesual karakteristik Masyarakat
Hukum Adat;

mendorong adanya partisipasi efektif Masyarakat Hukum
Adat dalam pembahasan kebijdkan dan perencandar program
pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah
Masyarakat Hukum Adat setempat; dan

mendorong  agar  semua  pihak  yang terlibat  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
menghormati keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum

Adat.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Dacrah sesuai tugas dan

fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI ENREKANG,
ttd
MUSLIMIN BANDO

IMundangkan di Enrckang
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DACRAII KABUPATEN ENREKANG,
Ld
CHAIRUL LATANRO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016

NDMOP

S o E‘QTP 19700502 199803 1 011

NDREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NMOMOER 1 TAHIIN 2016 NOMOR 21/ HUK/11/2016



